GHIRERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR § TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dalam
kurun waktu 20 (Dua puluh) untuk menjamin keterpaduan dan
keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah
dipandang perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, maka agar kegiatan pembangunan di
Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran perlu
ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-
Undang Darurat Nomor S5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 11 termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah
Tingkat | Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



10.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomar 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
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16.
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi  Proses  Perencanaan dan  Penganggaran
Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyck Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 259);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pengarusutamaam Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3
Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-
Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-
2040 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020 Nomor 2 Seri E);
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Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi dan
Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 2
Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6
Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2022 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3
Tahun 2023 tentang Pengendalian Penduduk Dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2023 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembudidayaan Ikan
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2023 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Wilayah Konservasi
Keanekaragaman Hayati (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 2 seri E);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11

seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TAHUN 2025-2045.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:

1.

)
“.

3.

9,

Dacrah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda
adalah Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan
mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-
2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak tahun 2025 samapai dengan 2045.
Perencanaan Pembangunan Daerah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang
selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu
RPJMN | Tahun 2025-2029, RPJMN Il Tahun 2030-2034,
RPJMN Il Tahun 2035-2039, dan RPJMN IV Tahun
2040- 2045,



10,

11.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

(1)

Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Dacrah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan
penjabaran  visi, misi  dan  program Gubernur dengan
berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan

.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakanuntuk mewujudkan visi.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan
rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu)
tahun.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode S
(lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.

BAB 11
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2
RPJPD  disusun berdasarkan asas  penyelenggaraan

pemerintahan daerah, yaitu asas:
a. kepastian hukum;
b. tertib penyelenggaraan negara,

c. kepentingan umum,;



d. Keterbukaan,

¢, propot sionalitas;
f.  profesionalitas;
g akuntabilitas;

h. efisiensi;

1. efektifitas; dan
J+ keadilan,

(2) RPIPD  disusun secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan,

(3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada
RPJPN.

Pasal 3
RPJPD bertujuan untuk:

a. memberi pedoman dalam menentukan arah kebijakan
pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (Dua) puluh
tahun pada setiap tahapan dan periode pembangunan,;

b. sebagai pedoman dalam penyelarasan sasaran, strategi arah
kebijakan dan program pembangunan jangka menengah
daerah; dan

c. sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja

pembangunan daerah jangka menengah.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 4
(1) Ruang lingkup RPJPD mencakup:

a. gambaran umum kondisi daerah,;

b. visi dan misi;

c. sasaran  pokok pembangunan pembangunan jangka
panjang

d. arah kebijakan pembangunan jangka panjang; dan

e. tahapan dan prioritas pembangunan,

(2) Uraian substansi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan

dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



(3) Tahapan dan  periode  pembangunan 5 (lima) tahunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a, RPIMD [ tahun 2025-2029;

b, RPIMD Il tahun 2030-2034;

¢. RPJMD I tahun 2035-2039; dan

d. RPIJMD IV tahun 2040-2045.

Pasal 5

RPJPD berfungsi sebagai:

a. pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja
PD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan

b. pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Gubernur

dan Wakil Gubernur untuk periode berkenaan.

Pasal 6
Prioritas pembangunan pada RPJPD periode berkenaan dijadikan
sebagai dasar penyelarasan arah kebijakan, tujuan dan sasaran
RPJMD.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJPD.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut

dengan Peraturan Gubernur.,

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai
pelaksanaannya, termasuk penyesuaian indikator dan target

indikator kinerja.



Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto
SUGITO
Diundangkan di Pangkalpinang

pada tanggal 2| D(Jm‘[ﬂ‘ W

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

FERY AFRIYANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024
NOMOR 4 SERI €

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG:
(6.%% /2024)
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